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ABSTRAK 

 

Pada era saat ini tentu sudah tidak asing dengan istilah kredit. Masyarakat akan 

memilih mendapatkan dana yang diperoleh melalui kredit guna untuk mewujudkan 

kesejahteraan ekonomi. Proses pemberian kredit oleh bank tentu sudah dilakukan 

dengan prinsip kehati-hatian dan akan diberikan dengan syarat adanya suatu 

jaminan dari debitur, namun pada kenyataannya tidak sedikit debitur yang 

mengalami kredit macet karena tidak dapat melunasi utangnya yang berakibat bank 

harus melakukan lelang eksekusi atas obyek jaminan milik debitur. Tesis dengan 

judul Lelang Eksekusi Parsial Atas Obyek Hak Tanggungan ini kemudian 

menimbulkan rumusan masalah yaitu apakah obyek hak tanggungan dapat 

dilakukan roya parsial dengan adanya pelunasan sebagian utangnya dan apa upaya 

hukum dari kreditur bilamana hasil lelang eksekusi parsial obyek Hak Tanggungan 

tidak mencukupi utang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan 

metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan kasus. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa obyek Hak 

Tanggungan dapat dilakukan roya parsial dengan adanya pelunasan sebagian 

utangnya dengan syarat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUHT telah diperjanjikan 

sebelumnya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan. 

Pelunasan sebagian utang tersebut dilakukan melalui lelang eksekusi atas obyek 

Hak Tanggungan yang tersisa. Namun apabila setelah melakukan lelang eksekusi 

parsial obyek Hak Tanggungan dan ternyata hasil lelang belum cukup untuk 

melunasi utang debitur, maka kreditur mengajukan upaya hukum gugatan 

wanprestasi dan upaya hukum kepailitan. Kreditur memiliki hak selaku pemegang 

Hak Tanggungan untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dipinjam 

oleh debitur. Atas adanya upaya hukum ini, kedudukan kreditur berubah menjadi 

kreditur konkuren.  
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ABSTRACT 

 

In the current area, we’re certainly familiar with credit. We’ll choose to get funds 

obtained through credit in order to realize economic prosperity. The process of 

granting credit by banks has certainly been carried out with the principle of 

prudence and will be provided on the condition that there is a guarantee from the 

debtor, but in reality there are debtors who has bad credit because they can not pay 

off their debts, so bank having to conduct an auction for execution of the collateral 

object of the debtor. This thesis titled Partial Execution Auction of Object Mortgage 

Rights, with two (2) subject matters, such as can the object of the mortgage rights 

be carried out by roya partially with the payment of part of the debt and what are 

the legal remedies from the creditor if the partial execution result of the object of 

the Mortgage is insufficient for the debtor's debt. This research is a legal research 

with statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of 

this thesis indicate that the object of the Mortgage Rights can be carried out by a 

partial roya in the presence of partial repayment of the debt provided that 

according to Article 2 paragraph (2) of the UUHT has been previously agreed in 

the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) concerned. Repayment of part of 

the debt is carried out through an auction for execution of the remaining Mortgage 

Objects. However, if after auctioning the partial execution of the object of the 

Mortgage and it turns out that the auction results are not enough to pay off the 

debtor's debt, the creditor will file a lawsuit for default and a legal remedy for 

bankruptcy. The creditor has the right as the holder of the Mortgage to get back the 

payments that have been borrowed by the debtor. Due to this legal remedy, the 

creditor's position has changed to become a concurrent creditor 
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